
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA 

Menimbang 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk m elaksana kan ketentuan Pasa1 28 dan 29 ayat (6) 
Peraturan Daerah Nom or 5 Tahun 2021 tent an g Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, perlu m en etapkan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Organ dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura; 

Un dang-Undang N mor 14 Tahun 19 0 tentang 
Pemben tu an Daerah -Daerah Ka bupaten dalam Lin gkungan 
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik In donesia 
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Un dang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pem bentukan 
Kabupaten Purwaka rta dan Ka bupaten Su ba n g dengan 
m engubah Undang-Un da n g Nom or 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan D aerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 28 51); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 6173); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stan dar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas Atau An ggota Komisaris dan Anggota Direksi 
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

8. Peratura n Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah 
{Lernbaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 1); 

9 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nom or 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
K wenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3 ); 

10. Peratura n Daerah Kabupaten Ta s ikmalaya Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Min u m Tirta 
Sukapu ra Kabupat Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2021 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN 
PERU AHAAN UMUM DAERAH AIR MINUMTIRTA SUKAPURA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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4. Supati Yang MewakiIi Pemerintah Daerah Dalam KepemiIikan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
masyarakat. 

6. Perangkat Daerah a dalah un SUT pembantu Bupati dan Dewan Pervvakilan 
Rakyat Da erah dalam penyelen ggaraan Urusan Pemerin tahan yang menjadi 
kewenan gan daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten 
Ta sikmalaya, yang selanjutnya dis ebut Perumda Air Minum Tirta Su kapura 
adala h Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya yang bergerak dibidang usaha Air Minum. 

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapu ra yang 
bertu gas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi 
cia m m enjatankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Su kapura. 

9 . Dir ksi yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ Perumda Air Minum 
Tirta Su ka pura yang bertanggungjawab atas pengurusan Perum da Air Minum 
Tirta Su kapura untuk kepentin gan dan tujuan Perumda Air Minu m Tirta 
Sukapura serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik di dalam 
ma pun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan 
pera tu ran perundang-undangan. 

10. Pegawai ada lah pekerja Perumda Air Minu m Tirta Sukapu ra yang 
pengan gkatan, pemberhentian, kedudukan, h ak dan kewajiban d itetapkan 
berdas arkan perjanjian k erja sesu ai den gan ketentuan p eraturan perundang
undan gan yang mengatur m engenai keten agakerjaan. 

11. Kontrak Kinerja a dalah pernya taan k esepakatan dengan Perumda Air Minum 
Tirta Su kapura yang m emuat antara lain janji a tau pernyataan Dewan 
Pengawas atau Direk tur untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 

12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya d isingkat UKK adalah proses 
untuk menentu kan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat 
sebagai Dewan Pengawas a tau Direktur Perum da Air Minum Tirta Sukapura. 

13. Lembaga Profesional adalah Bada n Huku m yang memiliki fungsi dan keahlian 
untukmelakukan p roses penitaian, mempunyai nsensi atau sertifikasi apa biJ:a 
dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, 
untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas 
dan Bakal Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

14. Bakal Calon Dewan Pengawas adalah seseorangyang dengan sadar mendaftar 
menjadi Calon Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 

15. Bakal Calon Direktur adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi 
Calon Direktur dan mengikuti proses penjaringan. 

16. caton Dewan Pengawas a~cth nama-nama yang telah mengikuti UKK. 
17. Calon Direktur adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 
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18. Panitfa Seleksi adaIah panitia yang dibentuk untuk melakukan seIeksi Sakai 
Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direktur sarnpai pengangkatan oleh 
KPM. 

19. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah, se1anjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersarna oleh Pemerin tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

20. Hari adalah hari kerja. 

BABH 
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUKAPURA 

Bagian Kesatu 
Umu m 

Pasa1 2 

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilakukan oleh organ 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud pada ayat 
tIl, terdiri atas: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direktur. 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal3 

(IJ Bupati selaku pemegang kekua saan pengelolaa n keu anga n Daerah 
mempu nyai kewenangan dalam penetapan kebijakan Perum da Air Minum 
Tirta Su kapura. 

(2) Pe1aksana an kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi: 
a. penyerta an m odal; 
b. subsidi; 
c. penugasan; 
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air 

Minum Tirta Sukapura. 

Pasa14 

(1) KPM mempunyai kewenangan mengarnbil keputusan dalarn pengelolaan 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura, dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat 
Perangkat Daerah. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan aset tetap; 
c. kerja sarna; 
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d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan 
dan I a tau penyertaan modal; 

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi 
cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; 
g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi; 
h. penetapan besaran penggunaan laba; 
1. pengesahan laporan tahunan; 
J. penggabun gan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran 

Per-umda Air Minum Tirta Sukapura; dan 
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) darijumlah 

kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Sukapura dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih. 

Pasal 5 

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyerahkan kewenangan 
kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan 
Direktur yang mas a jaba tannya berakhir dan I atau dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan. 

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada 
saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan. 

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam keputusan KPM. 

Pasal 6 

KPM tidak bertan ggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Sukapura, 
apabiIa dapat m embuktikan: 
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda 

Air Minum Tirta Sukapu ra; da n l atau 
Co" tidak tediba t haik secara langsung mal...lpun tidak. langsung menggunakan 

kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura secara melawan hukum. 

Pasal 7 

(1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direktur me1akukan rapat dalam 
pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta 

Sukapuraj 
c. rapat luar biasa; dan 
d. rapat lainnya sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

(3) KPM berhak memperoleh honorarium atas pelaksanaan rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di atas. 
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(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oIeh 
Direktur berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan 
perun dang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal8 

(1) Dewan Pengawa s Perumda Air Minum Tirta Sukapura berju m lah 1 (satu) 
orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPM. 

(2) Dewan Pengawas Perumda Air Min u m Tirta Sukapura sebagaimana dim aksud 
pada ayat (Il berasal dari Pejaba t Pemerintah Daerah yang t idak bertugas 
m elaksanaka n pelayanan publik. 

(3) Pemilihan Dewa n Pengawas d ilakukan mela lu i proses seleksi. 

Pa ragraf 2 
Tugas 

Pasal9 

(1) Dewan Pengawas mempunyai tuga s pokok: 
a. meIakukan pen gawasa n dan pem binaan terhadap Perumda Air Minum 

Tirta Sukapu ra; dan 
b. m engawasi dan m em beri naseh a t kepa d a Direktur dalam m enjalankan 

pen gurusan Perum da Air Minum Tirta Sukapura . 
(2) Pembinaan sebagaimana dim aksu d pa da ayat (1 ) huruf a meliputi evaluasi dan 

monitorin g penyelen ggaraan pengurusan Perum da Air Minum Tirta Sukapura, 
yang dilakukan dengan b erkoordin asi dengan Peja bat Pemerinta h Daerah yang 
melaksanakan fu n gsi pem binaan teknis BUMD. 

(3) Dewan Pengawas dalam m elakukan pengawasan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) huruf a, m elipu ti p en gawasan operasional, keu angan dan personali a. 

(4) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan m emberikan nasihat 
kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, meliputi 
penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dewan Pengawas mempunyai rin cian tugas meliputi: 
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura; 
b. memberikan p ertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta a tau tidak 

diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta 
Sukapura, program kerjayang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan 
status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura, rencana pinjaman 
dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan 
a tau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; 
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c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis (business plan) , dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Sukapura 
yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pen gesahan; dan 

d. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Wewenang 

Pasal 10 

Dewan Pengawas m empunyai wewenang: 
a. mengadakan rapat denga n Direktur da la m rangka menila i dan mengevaluasi 

perkembangan triwulan dan tahunan kegiatan operasional/ usaha Perumda Air 
Minu m Tirta Sukapura; 

b. m en gevaluasi dan menilai kinerja Direk tur selama masajabatannya; 
c. m m inta Direktur untuk mengadakan paparan dan pembahasan b r sama 

Ren cana Bisnis dalam rangka proses pengesahan oleh KPM; 
d. mem ber ikan persetujuan ten tang pengangkatan Pegawai. 
e. meminta penjelasan Direktur men genai hal-hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura ; dan 
f. memberikan pertimbangan dan u sulan terkait dengan pen gangkatan, 

pemberhentian sementara , pem berhentian, dan reha bilitasi Direktur kepada 
KPM. 

Paragraf 4 
Kewajiban 

Pasal11 

Dewan Pen gawa s mempunyai kewajiban: 
a. melaporkan hasil pen gawasan dan pembinaan kepada KPM; dan 
b. membuat dan m em elihara risalah ra pat. 

Pasal 12 

(1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan 
tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta SUkapura. 

(2) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 
hersangkutan bersalah a tau la1ai menj.a1ankan tugas nya. 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terh adap Dewan Pengawas 
yang karena kesalahan atau ke1a1aiannya menimbulkan kerugian pada 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura kecuali Dewan Pengawas yang 
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan 
ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

Pasal13 

(1) Dewan Pengawas yang karena kesalahan a tau ke1alaiannya terbukti secara 
sah merumbu lkan kerugian bagi Perumda Air Mlnum Tirta Su kapura, wajib 
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mengganti kerugian yang ditimbulkan terse but dan disetorkan ke rekening kas 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

(2) Dewan Pengawas yang tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat d iajukan gugatan oleh KPM ke pengadilan dan 
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Larangan 

Pasal 14 

(1) Dewan Pengawas dilarang m emangkuja batan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan /atau Badan 

U saha Milik Swasta; 
b . ejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan; 
c . pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

(2) Pe1anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diken ai sanksi 
adm inis tratif berupa diberhentikan sebelum akhir masa jabata n sebagai 
Dewan Pengawas. 

(3} Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) tidak dilaksanakan 
oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan 
diangka t memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, semu a jabatan 
yang ber sangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir. 

Paragraf6 
Hak 

Pasal 15 

(1) Dewa n Pengawas berhak memperoleh pen ghasilan a tas pe1aksanaan tugas 
dan wewen angnya. 

(2) Pengha silan Dewan Pen gawas ditetapkan oleh KPM. 
(3) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri a tas: 

a. honorarium ; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; danl atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

(4) Pada masa akhir jabatan Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian. 
(5) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan ditetapkan 
oleh KPM. 

Paragraf 7 
Pengambilan Keputusan 

Pasal16 

Setiap pengambilan keputusan Dewan Pengawas, dituangkan secara tertulis dalam 
Keputusan Dewan Pengawas. 
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(1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura dapat mengangkat 
seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu 
kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 

(3) Pengangkatan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. 
(4} Biaya yang diperlukan dalam. rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas 

dibebankan kepada Perumda Air Minum Tir ta Sukapura dan d imuat dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

Paragraf9 
Syarat Dewan Pengawas 

Pa sal 18 

Untuk da pat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syara t sebagai 
berikut~ 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 

baik, dan dedikasi yang tinggi u ntu k memajukan dan m engembangkan 
Perum da Air Minum Tirta Sukapura; 

c. memah ami penyelenggara an Pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen p erusahaan yang berkaitan dengan salah sa tu fungsi 

manajemen; 
e. meny diakan waktu yang cukup untuk m elaksanakan tugasnya; 
f. berijazah paling rendah Stra ta 1 (S-1}; 
g. berusia palin g tinggi 60 (enam puluh) tahu n pada s aat mendaftar pertama kali; 
h. tidak pern ah dinya takan pailit; 
1. tidak pernah menja d i anggota Direksi atau Dewan Pen gawas yang dinyatakan 

bersalah m enyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 
j. tidak sedang m enjalani sanksi pidana; dan 
k. tidak sedang menjadi pengurus parta i politik, cal on kepala daerah atau calon 

wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 19 

(1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, 
dibuktikan dengan: 
a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; 

dan 
b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. 

(2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur , perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
p erusahaan s ebagaimana dimaksu d dalam Pas a l 18 huruf b, d ibu ktikan 
dengan su rat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh. 
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(3) Memahami penyeIenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal18 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan. 

(4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 
manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dibuktikan 
dengan surat pernyataan. 

(5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan. 

(6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh peja bat yang berwenang. 

(7} Berusia paling tinggi frO' (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dibu ktikan dengan Akta 
Kelahiran. 

(8) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 h uruf 
h dibuktik an den gan surat keterangan dari pengadilan sesuai keten tuan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
K waj iban Pembayaran Utang; 

(9) Tidak p ernah menjadi anggota Direks i dan Dewan Pengawas yang d inyatakan 
ber alah menyebabkan badan usaha yang dip imp in dinyatakan pailit 
seba gairnana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i , dibuktikan dengan surat 
ket rangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayara n Utang. 

(10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksu d da lam Pasal18 
huru fj , dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Neger i dalam hal 
menjalani sanksi pidana baik umu m m aupun khusus . 

(11) Tidak sedang menjadi p en gurus partai politik , calon k epala daerah a tau calon 
wakil kepala daerah, danl ata u calon anggota legislatif seba gaima n a d imaksud 
dalam Pasal 18 h uruf k , dibuktikan dengan surat pernyataan. 

Paragraf 10 
Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawa s 

Pasal 20 

( 1) Dewan Pengawas dian gkat melalui proses seleksi. 
(2) Proses seleksi pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tir ta 

Sukapura sebagaim ana d imaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
penjaringan. 

(3) Proses seIeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), dilaksanak an oIeh Panitia 
Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan 
beranggotakan dari: 
a. un sur Perangkat Daerah; dan 
b . unsur independen danl atau perguruan tinggi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatu r sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragrafll 
Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas 

Pasa121 

(1) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuaIi untuk 
pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan 
Pe:ru:rnda Air Minum Tirta Sukapur.a,. 

Pasa122 

(1) Ketentuan mengen ai se1eksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak 
bed aku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai m ampu 
m elaksanakan tugas dengan baik selama mas a jabatannya. 

(2) Pen ilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) paling 
sed ikit terhadap: 
a. pelaksanaan pengawasan Perum d a Air Minu m Tirta Sukapura; 
b. pem berian masukan dan saran a t a s pengelolaan Perumda Air Minum Tirta 

Su kapura ; 
c. pen era pan tata ke101a perusahaan yang baik; 
d. ant i ipasi dan I atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan 
e. pern targe dalam kont-rak . etja . 

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdir i a tas : 

a. Rencana Bisnis; 
b. Ren cana Kerja dan An ggaran Perumda Air Minum Tirta Su kapu ra; 
c. la oran keuangan; 
d. laporan hasil pengawasan; 
e. Kontrak Kinerja; dan 
f. risalah rapat dan kertas kerja. 

t41 Dafarn: hal Dewan Pengawas diangkat kemba l'i, Dewan Pengawas wajib 
menandatangani Kontrak Kinerja. 

(5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dim aksud pad a ayat (4) 
dilakukan sebe1um pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas. 

Paragraf 12 
Pemberhentian Dewan Pengawas 

Pasal 23 

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabiIa: 
a. meninggal dunia; 
b. mas a jabatan yang berakhir; dan I atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 
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PasaI 24 

(1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, maka Direktur melaporkan 
kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Pejabat 
Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD. 

(2) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas dikarenakan meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-Iambatnya 3 
(tiga) had sejak tanggal kematian. 

(3) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan 
BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kekosongan Jabatan 
Dewan Pen gawas k epada Bupati 

(4) Bu pati menugaskan pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pem binaan 
terhadap pengurusan BUMD untu k membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon 

:n Pengawas paling lama 7 ttujuht hari sejak laporan kekosongan J a atan 
Dewan Pengawas diterima . 

Pasa l25 

(1) Dal m hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena m a s a jabatannya 
ber h ir seb a gaimana dimaksud daIam P asaI '23 huruf b , Dewan Pengawas 
waj ib m enyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa j a bata n paling 
lambat 3 (t iga) bulan sebelum b erakhir m asa jabatannya. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mela porkan sisa 
pelaks g.awasan yang helum dilaporkan paling lambat 1 .(satu} 
bulan setelah b erakhir m a sa jabatannya. 

(3) Lap ran pengawasan tugas akhir m a sa jabatan s ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau 
mem erhentikan Dewan Pen gawas . 

(4) Laporan pengawasan tu gas a khir m asa jabatan Dewan Pen gawas yang 
berakh·r masa jab a tannya sebagaimana dim ak su d pada ayat (1) , d ilaksanakan 
setelah h a s il audit denga n tujuan tertentu atau audit tahun a n dad kantor 
akuntan publik kepada KPM. 

{St Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengun:lsan 
BUMD melaporkan berakhirnya masajabatan Dewan Pengawas kepada Bupati 
dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan 
Pengawas. 

(6) Bupati menugaskan Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan 
terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon 
Dewan Pengawas, setelah hasH keputusan KPM tidak memperpanjangjabatan 
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(7) Dalam hal pelaksanaan proses Seleksi Dewan Pengawas masih berlangsung 
dan te"ljad'i kekosongan jabatan Dew-an Pengawas, petaksanaan rugas 
pengawasan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilaksanakan oleh KPM 
sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas terpilih. 
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PasaI 26 

(1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alas an pemberhentian. 

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah bahwa Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a . tidak dapa t melaksanakan tugas; 
b. tidak m elaksanakan ke enuan peraturan perundang-undangan danjatau 

keten tu an anggaran dasa r; 
c. terliba t dalam t indakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada 

Perumda Air Minum Tirta Suka pura, negara danjatau Daerah; 
d . dinyatakan bersalah dengan putu san pengadilan yang telah mem pu nyai 

kekuatan h ukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. ti ak menjabat lagi sebagai Pejaba t Pemerin tah Daerah; 
g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawa s sesu a i dengan 

etentuan p eraturan perundang-u ndangan; danj atau 
h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pem erintah 

Daerah seperti restrukturisa si, likuidasi, akuisisi, dan pem bubaran 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura. 

Pasal27 

(1) Dewan Pengawas diberh en tikan oleh KPM. 
(2) KPM mengatu r tekn is pelaksanaan pemberhen tian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), palin g sed ikit memuat materi: 
a. u su lan pengun duran diri dari yang bersangkutan; 
b. jan gka waktu persetujuan pemberhentian; dan 
c. tata cara pemberhen tian. 

(3) Teknis pelaksa n aan pemberhentian sebagaimana dim aksud pada ayat (2) 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Direktur 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal28 

(1) Direktur melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta 
Sukapura. 

(2) Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura diangkat dan diberhentikan oleh 
KPM, sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 1 (satu) orang. 



Direktur mempunyai tugas: 

Paragraf 2 
Tugas 

Pasal29 
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a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh 
kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Sukapura; 

b. membina pegawai; 
c. mengurus dan m engelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura; 
d . menyelenggarakan a dministra si umu m dan keuangan; 
e. men sun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahu n untuk disahkan oleh KPM m elalu i Dewan Pengawas; dan 
f. m en sun Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan 

dari encana Bisnis Perumda Air Minu m Tirta Sukapura untuk disahk a n oleh 
KP melalui Dewan Pengawas; dan 

g. mem b a t dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum 
Tirta S kapura. 

Pasa l 30 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 29 huruf g, terdir i da ri Laporan 
Triwulan dan Laporan Ta h unan. 

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan 
kegia tan opera s ional dan keuangan yang d isampaikan kepada Dewan 
Pen awas. 

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dim aksud pada ayat (1), terdiri d a r i laporan 
keuangan yang telah diaudit dan laporan m anajem en yang ditandatangani 
bersama Direktur dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada KPM. 

(4) Laporan Tahun an sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) disampaikan paling 
lambat 12 0 (seratu s dua pu luh) h a ri setelah tahun bu ku Perumda Air Minum 
Tirta Suka pu ra d itutup untuk disahkan oleh KPM paling lamba t dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari setelah diterima. 

(5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 
disahkan oleh KPM. 

(6) Apabila Dewan Pengawas tidak m enandatangani Laporan Tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, h arus d-isebu tkan alasannya secara 
tertulis. 

Paragraf 3 
Wewenang 

Pasa131 

Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mempunyai wewenang yaitu: 
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a. mengangka t Pegawai Perumda Air Minum Tirta Su kapura berdasarkan 
Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sukapura dengan 
persetujuan Dewan Pengawas; 

b . memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sukapur a berdasarkan 
Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sukapura; 

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan 
Pengawas; 

d . mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur; 
e. mewakili Perum da Air Minum Tirta Sukapura di dalam dan di luar pengadilan; 
f. m enurrjuk kua sa untuk metakukan perbuatan hu-kum mew-a kiN Perumda Air 

Minum Tirta Sukapu ra ; 
g. menanda tangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Lapora n Tahunan 

Peru m da Air Minum Tirta Sukapu ra ; 
h. m enju al, menjamin kan a tau melepaskan aset milik Perumda Air Minu m Tirta 

Su ka pura berdasarkan persetujuan KPM a tas pertimbangan Dewan Pen gawas; 
dan 

1. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan m elakukan 
kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertim bangan 
Dewan Pengawas dengan 'menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta 
Sukapu ra s esuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 

j. Mengusu lkan be saran tarif air min u m kepada KPM melalui Dewan pen gawas. 

Paragraf 4 
Kewajiban 

Pasal 32 

(1) Direk tu r wajib den gan itikad baik dan bertanggung jawab m enjalan kan tugas 
untu k kepen tingan dan u sah a Peru m da Air Minum Tir ta Sukapura . 

(2) Direktu r bertanggung jawab penuh secara pribadi apa bila yang ber sangkutan 
terbukt i bersalah atau lalai menja lankan tu gasnya sesu ai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) . 

(3) Direktur wajib mengganti kerugian yang ditimbu lkan karen a k esalahan atau 
kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pad a Perumda Air Minum 
Tirta Sukapura dan disetorkan ke rek enin g kas Perumda Air Minum Tirta 
Sukapura. 

Pased 33 

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karen a 
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum 
Tirta Sukapura dan Direktur yang bersangkutan tidak bersedia mengganti kerugian 
yang ditimbulkan. 



Paragraf 5 
Larangan 

Pasa134 

(1) Direktur dilarang rnernangku jabatan rangkap sebagai : 
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a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha MTIik Negara, danfatau 
Badan U saha Milik Swasta; 

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
danjatau 

c. jabatan lain yang dapat rnenirnbulkan konflik kepentingan. 
(2) Pelanggaran ketentua n sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jaba tan sebagai 
Direktur. 

(3) a larn hal ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) tidak dilak sa n akan 
oleh KPM, paling lama 20 (dua putuht ha:ri kerja sejak yang bersangkutan 
diangkat rnernangku jabatan baru sebagai Direktur, jaba tan yang 
bersan gkutan sebagai Direktur dinya takan berakhir. 

Pasal35 

(1) Direktur tidak berwenang rnewakili Perurnda Air Minurn apabila: 
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perurnda Air Minurn Tirta Sukapura 

dengan Direktur yang bersangkutan; danjatau 
h~ Direktur yang bersangkutan tIlem-punyai kepentingan yang ber tentangan 

den gan kepentingan Perurnda Air Minurn Tirta Sukapura. 
(2) Dalam hal terj adi keadaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), ya n g berhak 

rnewakili Perurnda Air Minurn Tirta Sukapura yaitu: 
a. Dewan Pengawas; atau 
b. pi ak la in yan g ditunjuk oleh KPM dalam hal Direktu r a tau Dewan 

Pengawas rnempunyai ben turan k epentingan dengan Perumda Air Minurn 
Tirta Sukapura. 

Paragraf6 
Hak 

Pasa136 

(1) Direktur mernperoleh hak atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 
(2) Penghasilan Direktur paling banyak t erdiri atas: 

a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; danj atau 
d~ tantiem ata:u insJ£!oof pekerjaan.. 

(3) Guna rnendukung kelancaran operasional Perurnda Air Minurn Tirta Sukapura, 
Direktur dapat diberikan uang representatif. 

(4) Pada akhir rnasa jabatan, Direktur diberikan uang jasa pengabdian. 
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(5J Besaran penghasiIan, uang representa tif, dan uang jasa pengabdian Direk si 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta 
Sukapura dan ditetapkan oleh KPM. 

Paragraf7 
Syarat dan Pengangkatan Direktur 

Pasal37 

(1) Direktur diangkat oleh KPM. 

(21 Pengangka a n Direktur sebagaimana d imaksud pad a ayat (ll ditetapkan 
dengan Keputusa n Bupa ti. 

(3) Untuk d apat diangkat sebagai Direktur sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) 
h ar s memenuhi syarat sebagai berikut: 
a . s ehat jasmani dan roh ani; 
b . m emiliki k eahlian, integritas, k epem impinan, pengalaman, jujur , p erilaku 

ya g baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
men gembangkan Perumda Air Min um Tirta Sukapura; 

c. m emahami penyelenggaraan Pem erintahan Daerah; 
d. memahanri manajemen p erusahaa:n; 
e. m emiliki p engetahu an yang mema dai di b idang pengusahaan air m inum. 
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-l); 
g. p en galaman k erja minima l 5 (lima ) tahun di bidan g m anajeria l perusahaan 

berbadan hukum dan pernah m emimpin t im; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga pulu h lima) tahun d a n palin g tin ggi 55 (lima 

p u lu h lima) tahun pa da saat m en daftar pertama kali; 
1. t idak pern ah menja di a nggota Direksi a tau Dewan Pengawas, yang 

d inyatakan bersalah menyebabkan bad an usaha yang dipimpin d inyatakan 
pailit; 

j. tidak pernah dihuku m karena m elaku kan tindak p idana yang merugikan 
keuangan n egara a tau keuangan Daera h ; 

k. tidak sedang menja lani sank s i p idana ; dan 
1. tidak sedang menjadi pengurus p artai p olitik, calon kep ala daerah atau 

calon wakil k epala daerah, dan / a t au calon anggota legisla t if. 

Pasal38 

(1) Sehat jasmani dan rohani seba gaim ana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) 
huruf a, d ibu k tikan dengan: 
a . surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; 

dan 
b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. 

~2} Memiliki keah~ in:tegl"it.a s 7 kepemimpinan,. p.engalaman., juju !"., perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dim aksud dalam Pasal 37 
ayat (2) h u ruf b , dibuktikan dengan surat pernyataan dan ser tifikasi keahlian 
yang pernah diperoleh. 
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(3) Memahami penyelenggaraan P'emerin tahan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan sura t pernyataan. 

(4) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan. 

(5) Memiliki pengetahuan yang m emadai di bidang pengusahaan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dibuk tikan dengan 
sertifikat k ompetensi manajemen ahli madya. 

(6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S- I ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2) huruf f, dibu ktika n dengan ijazah yan g disahkan oleh pejabat yang 
berwenang; 

(7) Pengala m a n kerja m in im al 5 (lima) tahun di bidang manajer ial Perusahaan 
berba dan hukum dan pernah memimpin tim sebagaimana dim aksu d dalam 
Pa sal 37 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan: 
a . dalam hal perusahaan berba d a n hukum perseorangan, persekutuan 

komanditer, dan perseroan, dibu ktikan dengan surat keterangan yang 
ditanda tangani oleh salah seorang anggota direksi; 

b. da lam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang 
ditandangani oleh ketua koperasi; dan 

c. dalam hal perusahaan umum milik n egarajdaerah , dibuktikan dengan 
su rat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direks i, da lam 
h al jumlah direks i berjumlah satu orang dan yang bersangkutan 
m en daftar, surat keterangan dita ndatangani oleh ketua dewan pengawas 
a tau sebutan lainnya. 

(8) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 
pulu h lima) tah un pada saat menda ftar pertama kali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) h u ruf h, dibu ktikan dengan: 
a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saa t penutupan pen daftaran; 
b. datarn hal pen1ah m enjabat Dewan Pi gawas Perumda Air Minum Tirta 

Su kapu ra a tau perusahaan u mum m ilik negera / daerah, batasan usia 
paling tinggi 55 (lima puluh en am) tahun pa d a saat penutupan 
pen aftaran. 

(9) Tidak pernah menja di anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan 
bersalah menyebabka n badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit 
sebagaimana dimaksud da lam Pasal 3 7 ayat (2) huruf i, dibuktikan dengan 
surat keterangan dari penga dilan sesuai ketentuan Undan g-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang. 

(10) Tidak pernah dihukum karena m elakukan tindak p idana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (2) huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan 
Negeri. 

(11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa137 
ayat (2) huruf k , dibuktikan dengan: 
a. surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 ten tang Kepailitan Dan Penun daan Kewajiban 
PembayaraTI Utang dalam hal: merrjaYdIli sanksi karena pailit atau 
m engakibatkan pailit Badan Usaha; dan 
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b. surat keterangan dari PengadiIan Negeri dalam hal menjalani sanksi 
pidana baik umum maupun khusus. 

(12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon 
wakil kepala daerah, danl atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf I, dibuktikan dengan surat pernyataan. 

Paragraf 8 
Selek si Direktu r 

Pasa139 

(1) Direk tu r diangkat melalui proses seleksi. 
(2) Proses seleksi pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Su kapura 

s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan melalui penjaringan. 
(3) ros s seIeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2J, diIaksanakan oIeh panitia 

seleks i yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Pa itia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil dan 

paling sedikit beranggotakan: 
a. u n sur Perangkat Daerah; dan 
b. u n sur independen dan I a tau perguruan tinggi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai s eleksi sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 

diatu r s esuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

Paragraf9 
Pen gangkatan Kembali Direk tur 

Pa sal40 

(1) Keten tu an m engen ai seleksi sebagaimana dimaksu d dalam Pas al 39 tidak 
berlaku b agi pengangka tan kembali Direktur yang d in ita i mampu 
melaksanakan tu gas dengan baik selama masa jabatannya. 

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit m emen u hi kriteria: 
a. me1ampa1.1i target realisas i re:rhadap Rencana Bisnis dan Rencana Ke:rja 

dan Anggaran Perumda Air Minum Tir ta Sukapura; 
b. meningkatnya opini audit a tas laporan keuangan perusahaan atau mampu 

mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air 
Minum Tirta Sukapura; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam Kon trak Kinerja. 
(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada 

aya t(2} berd a-sarkan d&kumen paling sedikit terdiri ata s : 
a. rencana bisnis; 
b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura; 
c. laporan keuangan; 
d . laporan hasil pengawasan; dan 
e. kontrak kinerja. 

\-, --,e-- - .... -- - ..... --------- -.)- J--_ .... _-- -- -- - ..... ........ - - _ ........ __ ............ .... __ ... ... ....-....a. .... ----...... .... ............ bb"""'-.... __ .... .a. ............ 

sebagaima-Tla d imaksud pada ayat Ph disampaikan selamhat-lambatnya 3 
(tiga) hari sejak tanggal kematian. 

(3) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan 
BUMD melaporkan kekosongan Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) kepada Bupati. 

(4) Bupati menugaskan Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan 
terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon 
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Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

D E H 
SIKMALAYA, 

KMALAYA, 

T 

BERITA AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 202a NOM OR 5, 


